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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1 Kesimpulan  

Berikut ini kesimpulan dari hasil kajian tentang keselamatan transportasi 

jalan di Ruas Jalan Tol Semarang - solo antara lain : 

1. Ruas Jalan Tol Semarang – Solo terbentang sepanjang 72,64 

kilometer dengan lebar lajur 3,6 meter, lebar bahu luar 3 meter, dan 

bahu dalam 1,5 meter. Perkerasan utama Jalan Tol Semarang – Solo 

hampir keseluruhan menggunakan rigid pavements dan 

perlengkapan jalan yang terpasang dalam kondisi yang baik dan 

dapat berfungsi optimal.  

2. klasifikasi kecelakaan yang terjadi di ruas jalan tol Semarang - Solo, 

sebagai berikut : 

a. Jenis kendaraan yang sering mengalami kecelakaan adalah 

kendaraan LV dengan klasifikasi kendaraan penumpang. 

b. Berdasarkan hari dan waktu, kecelakaan banyak terjadi selama 

hari kerja sebanyak 188 kecelakaan. Dan pada pukul 00.00 – 06.00 

Dengan 181 kecelakaan. 

c. Penyebab kecelakaan tertinggi adalah dari faktor pengemudi pada 

tahun 2019 Sebanyak 90 Kecelakaan, pada tahun 2020 sebanyak 

57 kecelakaan, pada tahun 2021 sebanyak 26 kecelakaan, dan 

pada tahun 2022 sebanyak 29 kecelakaan. 

3. Didapatkan Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan yang telah dianalisis 

memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi ialah KM 482-483, KM 489-

490, KM 436-437, KM 477-478 Jalur A dan KM 435-436 pada jalur B, 

4. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode EAN 

penentuan DRK dan perangkingan DRK. Terdapat blacklink tertinggi di 

setiap KM 483+00 s.d KM 483+200 A, KM 489+800 s.d KM 490+000 

A, KM 437+600 s.d KM 437+800 A, KM 436+200 s.d KM 436+400 B, 

dan KM 478+000 s.d KM 478+ 200 A. 

5. Kinerja lalu lintas pada Lokasi Daerah Rawan Kecelakaan ditunjukkan 
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oleh nilai kapasitas jalan pada masing –masing jalur di ruas Jalan Tol 

Semarang - Solo dengan tingkat pelayanan (V/C ratio) untuk KM 436-

437 dan KM 478 memiliki tingkat pelayanan A. Tingkat pelayanan A 

dapat disimpulkan bahwa ruas jalan tol tersebut memiliki kondiisi arus 

bebas dengan volume lalu lintas rendah dan kecepatan sekurang – 

kurangnya 80 Km/Jam, kepadatan arus lalu lintas sangat rendah, 

pengemudi dapat mempertahankan kecepatan yang diinginkannya 

tanpa atau dengan sedikit tundaan. Sedangkan untuk KM 482 - KM 

483, KM 489 – KM 490, dan KM 435 – 436 memiliki tingkat pelayanan 

B dimana Dapat disimpulkan bahwa ruas jalan tol tersebut memiliki 

kondiisi arus stabil dengan volume lalu lintas sedang, kepadatan lalu 

lintas rendah hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi 

kecepatan, pengemudi  masih punya cukup kebebasan unuk memilih 

kecepatannya dan lajur yang digunakan. 

6. Berdasarkan hasil DRK, rekomendasi yang diharapkan yaitu kebutuhan 

fasilitas keselamatan seperti perlengkapan jalan marka speed reducer. 

 

VI.2 Saran 

1. Bagi Badan Usaha Jalan Tol (PT. Trans Marga Jateng)  

Diharapkan untuk pihak PT. Trans Marga Jateng melakukan 

pengawasan secara intensif dan melakukan upaya perbaikan yang 

berkelanjutan terhadap daerah yang teridentifikasi rawan kecelakaan.   

2. Bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan  

Untuk kegiatan Magang selanjutnya diharapkan dari  pihak Politeknik 

Keselamatan Transportasi Jalan ditambahkan materi yang sesuai 

dengan tempat magang yang dituju contohnya materi seperti rescue 

dan sentral komunikasi, terlebih di dinas perhubungan juga ada kode 

dalam berkomunikasi via radio. 
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